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BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1. Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dan digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini.
2.1.1. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Hasil Penelitian Ira (2014) 
Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh penempatan pegawai yang belum dilaksanakan oleh pimpinan secara optimal. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bersifat menggambarkan suatu keadaan yang sedang berlangsung pada saat penelitian dilaksanakan, serta bagaimana hubungannya. Data yang ditetapkan dianalisis dan dibandingkan dengan teori yang ada serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan penempatan pegawai secara empiris telah memberikan pengaruh sangat besar dan signifikan terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar (88,0%). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa penempatan pegawai perlu mendapatkan perhatian yang serius oleh kepala Badan dalam menentukan kinerja pegawai. Disamping itu kinerja pegawai di Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh penempatan, tetapi ada variabel lain yang juga ikut mempengaruhi (12,0%) antara lain : pengendalian, perilaku birokrasi dan disiplin kerja yang belum berjalan secara optimal.
Penempatan pegawai secara parsial telah mempengaruhi terhadap kinerja pegawai di lingkungan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar. Hal tersebut tercermin dari hasil penelitian secara empirik yang menggambarkan bahwa penempatan pegawai walaupun telah dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor penempatan pegawai, namun secara operasional belum sepenuhnya berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kinerja pegawai. Adapun faktor penempatan pegawai yang besar pengaruhnya adalah faktor persyaratan jabatan (53,1%), sedangkan yang paling kecil adalah faktor pengalaman kerja (2,9%).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Banjar lebih konsisten dalam menterjemahkan penempatan pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar indikasi adanya penilaian ‘like and dislike’ dari sebagian pegawai dapat dihindari. Oleh karena itu diharapkan tercipta kondisi aparat yang profesional dan mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, yang pada akhirnya mereka diharapkan pula dapat meningkatkan kinerjanya.

2. Hasil Penelitian Sirait (2007) 

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai di Lingkungan Bidang Pengembangan Sistem Diklat rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh faktor penempatan pegawai yang belum dilaksanakan oleh pimpinan secara optimal. Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode Deskriptif Analisis yaitu dengan mendeskripsikan masing-masing variabel serta menguji kedua variabel dengan pendekatan kuantitatif (statistik) yang selanjutnya dianalisis dan dibandingkan dengan teori serta masalah yang ada untuk diambil kesimpulan.
Hasil penelitian yang didasarkan hipotesis bahwa kinerja pegawai dipengaruhi oleh optimalisasi nilai pengaruh secara bersama-sama dari variabel penempatan pegawai. Adapun besaran pengaruh implementasi penempatan pegawai terhadap kinerja pegawai di Lingkungan Bidang Pengembangan Sistem Diklat adalah 76,7% sedangkan faktor lain yang tidak diteliti (epsilon) sebesar 23,3%.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Bidang Pengembangan Sistem Diklat lebih konsisten dalam menterjemahkan penempatan pegawai sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar indikasi adanya  penilaian ‘like and dislike’ dari sebagian pegawai dapat dieleminir. Disamping itu perlu melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai yang lebih intensif dan sistematik dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sehingga diharapkan tercipta kondisi aparat yang profesional dan mampu menghadapi persaingan yang semakin kompetitif. Dengan demikian, mereka diharapkan pula dapat meningkatkan kinerjanya.

Tabel 2.1
Relevansi Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Peneliti
	No
	Nama
	Teori yang Digunakan Peneliti Terdahulu
	Teori yang Digunakan Peneliti
	Persamaan/

Perbedaan

	1
	Ira (2014)
	Teori Penempatan Pegawai, Siswanto (2006), Kinerja pegawai (Sedarmayanti 2001)
	Penempatan Pegawai

(Siswanto,2006), Efektivitas Kerja Pegawai

(Steers dalam Jamin  2004)
	Penempatan pegawai teori  sama, Efektivitas kerja pegawai tidak ada dan lokus berbeda

	2
	Sirait (2007)
	Penempatan pegawai (Siswanto, 2006), Kinerja pegawai (Mangkunegara, 2000)
	Penempatan Pegawai

(Siswanto,2006), Efektivitas Kerja Pegawai

(Steers dalam Jamin  2004)
	Penempatan pegawai  teori sama, Efektivitas kerja pegawai tidak ada dan lokus berbeda


Sumber : Diolah Peneliti, 2017.

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa hasil penelitian terdahulu memberikan inspirasi kepada penulis untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam tatanan teoritik dan empirik. Disamping itu dapat dijelaskan bahwa antara penelitian terdahulu dengan rencana penelitian penulis teori penempatan pegawai sama, variabel efektivitas kerja pegawai tidak ada termasuk obyek penelitiannya berbeda. Oleh karena itu judul penelitian penulis mencerminkan originalitas dan tidak plagiat.
2.1.2. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi Publik merupakan tempat untuk para administrator sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan tugas-tugas negara. Dalam kaitan ini Nigro dan Nigro dalam Syafiie (2003:25) menyatakan sebagai berikut :

1. Administrasi publik, adalah suatu kerjasama kelompok dalam lingkungan pemerintahan,

2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Serta hubungan diantara mereka.

3. Administrasi publik memiliki peranan yang penting dalam merumuskan kebijaksanaan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengertian tersebut di atas menurut pemahaman peneliti bahwa administrasi publik merupakan suatu proses dalam menyelesaian tujuan yang berkaitan dengan masalah publik. Waldo dalam Silalahi (2002:9) mengemukakan : “Administrasi adalah suatu daya upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasionalitas tinggi”. Dalam kaitan ini, makna yang dapat diambil dari berbagai pengertian di atas, bahwa Administrasi, Administrasi Negara (Public Administration) dan pembuatan (administrator) atau pelaksanaan (implementasi) kebijakan adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Semua kebijakan yang muncul tiada lain karena sesuatu hal atau dalam mengatasi masalah-masalah, kesulitan-kesulitan agar sedapat mungkin dipecahkan. 
Proses kerja yang harus dilakukan setiap organisasi menjadi berbagai bentuk kegiatan, sebagaimana menurut Tjokroamidjojo (1994:16) yaitu ”Ditinjau dari segi perkembangan, administrasi dapat bagi atas dua bagian besar, yaitu : (1) Administrasi negara (Public Administration) dan (2) Administrasi niaga (Bussiness Administration)”. Secara khusus, administrasi negara terbagi ke dalam tiga unsur besar sebagaimana dikemukakan Tjokroamidjojo (1994:19) yaitu :

Unsur administrasi negara adalah (a) Administrasi Keuangan, (b) Administrasi Kepegawaian, (c) Administrasi Material dan ketiga unsur administrasi tersebut memiliki tugas yang sama yaitu bertugas untuk mendapatkan, menggunakan dan mengendalikan.

Pendapat di atas dimaknai bahwa administrasi negara begitu luas cakupannya dalam melaksanakan kegiatan di dalam organisasi pemerintahan. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, adalah salah satu aspek dari kegiatan pemerintah. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara. Administrasi publik sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan politik.

Peranan administrasi negara dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan politik serta mewujudkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan yang bersifat rutin maupun pembangunan. Pemerintah memerlukan administrasi negara yang berdaya guna dan berhasil guna. Peran administrasi negara atau administrasi publik merupakan proses dalam perumusan kebijakan sebagaimana pendapat Nigro dan Nigro (1983:18) yaitu "Public Administration has an important role formulating of public policy and thus a part of the political process". Administrasi negara mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan pemerintah dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik. Pendapat Pfiffner dan Presthus (1975:3) Administrasi negara mempunyai arti :

Public administration may be defines as the art and science of design and carrying out public policy. As the scale and complex of government uncreased, civil sevants assumed a large role in policy making, in addition to their traditional and still mayor role of implementing polities designed by the elected master. 

Pendapat tersebut di atas menurut peneliti bahwa administrasi publik dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan mendesain dan melaksanakan kebijakan publik. Skala dan kompleksitas dari urusan pemerintah yang semakin bertambah, asumsi pelayanan sipil merupakan pengaturan yang besar dalam pembuatan kebijakan, peran dari implementasi kebijakan untuk melengkapi kebiasaan yang didesain melalui pilihan mereka. Hal ini memberikan pemaknaan bahwa administrasi publik mempunyai peran penting dalam perumusan kebijakan pemerintah. Pendapat lain mengenai administrasi negara yaitu menurut Pfiffner dan Presthus (1975:4) bahwa ”Public administration involves the implementation of public which has been determine by representative political bodies”. Menurut peneliti pendapat tersebut adalah bahwa administrasi publik meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.

Pendapat di atas menurut pemikiran penulis adalah bahwa administrasi publik merupakan proses penyelenggaraan negara dengan didasarkan pada kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Lebih jauh Pfiffner dan Presthus (1975:6) menjelaskan bahwa ”In sum, public administration is a process concerned with carrying out public policied, encompassing innumerable skills an techniques large numbers of people”. Pendapat tersebut di atas menurut peneliti bahwa secara global adminstrasi publik adalah suatu proses bersangkutan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang. Penyelenggaraan administrasi negara dapat berlangsung dengan efektif harus diimbangi dengan sumber-sumber yang lengkap dan tepat.
2.1.3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi menurut Grindle dalam Mustopadidjaja (1998:9) menyatakan tentang implementasi adalah sebagai “a general process of administrative action that can be investigate at spesific program level”.  Implementasi dapat dikatakan sebagai “general process” atau proses yang dilaksanakan atau diterapkan untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain bahwa implementasi kebijakan berada diantara perumusan kebijakan dengan evaluasi kebijakan dalam proses kebijakan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut Van Horn dan Van Meter dalam Wahab (1991:51)  mengemukakan “Those action by public or private, individuals (groups) that are directed at the achievement of objective set path in pior policy decisions”. Maksudnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang diperbuat oleh pribadi-pribadi atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut kegiatan termaksud Mustopadidjaja, (1998:10) mengemukakan bahwa : 

Proses implementasi program kebijakan ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut (setelah sebuah program atau kebijakan ditetapkan), yang terdiri dari pengambilan keputusan, langkah-langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijakan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran dan program (kebijakan) yang ditetapkan semula.

Pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa implementasi merupakan tahapan paling kritis yang menentukan efektif tidaknya suatu kebijakan. Dalam hal ini Udoji (1981:32) dengan tegas mengatakan : “The execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan hanya merupakan impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Namun demikian proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai, sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan.

Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada implementation capacity dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut. Implementation capacity tidak lain ialah kemampuan suatu organisasi atau aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (policy decision) sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai. Kebijakan Negara apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1991:61) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (policy failure) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu “non implementation (tidak terimplementasikan) dan unsuccessful implementation (implementasi yang tidak berhasil)”. Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, hal ini disebabkan karena pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaanya tidak mau bekerjasama, cara bekerja tidak efisien atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya. Sehingga betapapun gigihnya usaha mereka hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup untuk ditanggulangi, akibatnya implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi. Oleh karena itu, maka implementasi akan terfokus pada tindakan atau perilaku para pejabat dan instansi-instansi di lapangan dalam upaya untuk menanggulangi gangguan-gangguan yang terjadi di wilayah kerjanya yang disebabkan oleh usaha-usaha dari pejabat-pejabat lain di luar instansinya demi berhasilnya suatu kebijakan baru.

2.1.4. Pengertian Penempatan Pegawai

Kegiatan penempatan pegawai dalam fungsi kepegawaian, dimulai setelah organisasi melaksanakan kegiatan penarikan dan seleksi, yaitu pada saat seorang calon pegawai dinyatakan diterima dan siap untuk ditempatkan pada jabatan atau unit kerja yang sesuai dengan kualifikasinya. Namun ternyata permasalahannya tidak sesederhana itu karena justru keberhasilan dari keseluruhan program pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam menempatkan pegawai yang bersangkutan. Kenyataan menunjukkan bahwa jarang terjadi seorang pegawai secara langsung dapat ditempatkan pada jabatan yang tepat. Oleh karena itu program penempatan pegawai ini bukanlah bersifat final melainkan harus tetap terbuka kesempatan untuk pemindahannya. Oleh karena itu penempatan pegawai bukan hanya diperuntukkan bagi mereka yang baru masuk menjadi pegawai baru tetapi juga untuk pegawai lama dalam posisi dan jabatan baru, karena adanya program mutasi. Akibat dari kesalahan dalam penempatan tersebut menurut Siswanto (1989:39) dapat mengakibatkan :

1. Meningkatnya absensi

2. Timbulnya konflik

3. Meningkatnya kecelakaan kerja

4. Meningkatnya labour turn over
5. Menurunnya semangat kerja

Penting bagi suatu organisasi untuk mengadakan analisis jabatan, untuk menghindari kesalahan dalam menempatkan pegawai. Untuk lebih jelasnya akan dikemukakan pengertian penempatan pegawai menurut Siswanto (1989:88) mengemukakan bahwa :

Penempatan tenaga kerja adalah suatu proses pemberian tugas dan pekerjaan tenaga kerja yang lulus dalam seleksi untuk dilaksanakan secara kontinuitas dengan wewenang dan tanggung jawab sebesar porsi dan komposisi yang ditetapkan serta mampu mempertanggung-jawabkan segala resiko dan kemungkinan yang terjadi atas fungsi dan pekerjaan, wewenang dan tanggung jawab tertentu.

Pendapat tersebut di atas dimaksudkan bahwa penempatan pegawai merupakan usaha untuk menyalurkan kemampuan pegawai sesuai dengan tugas pekerjaan yang digeluti. Penempatan pegawai menurut Mamoria dalam Wiyato (1989:32) mengemukakan bahwa : “Placement is concerned with the task of placing an employees on job which he is the best fitted, keeping in view of the job requirements, his qualification and personality needs”. Davis (1996:261) mendefiniskan penempatan pegawai sebagai berikut :
Placement is the assignment of an employee to a new or different job. It includes the initial assignment of new employee and the promotion, transfer, or demotion of present employee. Similar to new comers, present employees must be internally recruited, selected, and oriented before they can be placed in different positions.

Pendapat tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa penempatan pegawai ini merupakan usaha menyalurkan kemampuan sumber daya manusia sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan dengan jalan menempatkan pegawai pada suatu tempat atau jabatan yang paling sesuai. Dengan penempatan pegawai yang tepat akan dapat meningkatkan semangat kerja karyawan yang bersangkutan. Cascio (1982:252) dikatakan bahwa, “Dalam penempatan pegawai ini, keputusan yang paling mendasar adalah bagaimana agar pegawai memperoleh kepuasan dalam pekerjaannya”. Begitu juga menurut Sedarmayanti (2001:16) bahwa : “Penempatan pegawai harus sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik, serta efektif dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi”. Pelaksanaan penempatan pegawai yang tepat akan tercipta manakala kemampuan bekerja dari pegawai sudah sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Standar yang dibutuhkan pada umumnya dilihat dari pendidikan, kecakapan, kemampuan, minat, latar belakang kepribadian seseorang dengan pekerjaan yang akan dibebankannya. Seperti pendapat Nawawi (1990:121-125) adalah :

Secara umum kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang pegawai adalah : (a) keterampilan, (b) pengalaman kerja, (c) sifat kepribadian dan intelegensia, (d) umur, (e) jenis kelamin, (f) jenis dan tingkat pendidikan personil, (g) kondisi kesehatan fisik dan psikhis.

Kualifikasi tersebut di atas menurut pemahaman peneliti adalah bahwa sesorang pegawai harus memiliki kemampuan dalam bekerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lembaga Adminstrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) (1994:208) mengemukakan bahwa :

Daftar urut kepangkatan harus dijadikan pertimbangan dalam pengisian lowongan jabatan dan kepangkatan. Ukuran yang digunakan sebagai berikut : (1) pangkat, (2) jabatan, (3) masa kerja, (4) latihan jabatan, (5) pendidikan, (6) usia.

Upaya pencocokan ini dilakukan dalam bentuk penempatan, baik terhadap pegawai baru maupun pegawai lama setelah melalui seleksi. Penempatan pegawai baru adalah berupa penugasan awal, sedangkan penempatan pegawai lama, bentuknya promosi, mutasi dan demosi.
Siagian (2002:108) mengemukakan teori manajemen sumber daya manusia yang mutakhir menekankan bahwa “penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi”. Berarti konsep penempatan mencakup promosi, transfer dan bahkan demosi maupun pemutusan hubungan kerja. Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk penempatan pegawai meliputi :

1. Penempatan Pegawai Baru (Calon Pegawai). Sebelum seorang pegawai ditempatkan maka organisasi harus mensosialisasikan pegawainya pada pekerjaan baru melalui kegiatan orientasi untuk meningkatkan dukungan yang lebih efektif. 
2. Penempatan Pegawai Lama. Penempatan pegawai lama mengandung arti bahwa penempatan tidak hanya berlaku bagi para pegawai baru akan tetapi berlaku pula bagi para pegawai lama yang mengalami alih tugas dan mutasi yang terdiri dari :

a. Promosi. Promosi ialah apabila seorang pegawai dipindahkan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang tanggung jawabnya lebih besar, tingkatannya dalam hierarki jabatan lebih tinggi dan penghasilannya pun lebih besar pula. 
b. Transfer. Transfer adalah pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain yang memiliki tanggung jawab yang sama, gaji yang sama dan level organisasi yang sama. 
c. Penurunan jabatan (demosi). Demosi berarti bahwa seseorang karena berbagai pertimbangan, mengalami penurunan pangkat atau jabatan dan penghasilan serta tanggung jawab yang semakin kecil. Pada umumnya demosi dikaitkan dengan pengenaan suatu sanksi disiplin karena berbagai alasan seperti : 1) Penilaian negatif oleh atasan karena prestasi kerja yang tidak atau kurang memuaskan. 2) Perilaku pegawai yang disfungsional seperti tingkat kemangkiran yang tinggi.
d. Pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah keadaan yang mungkin terjadi dalam suatu organisasi yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan. Sehingga pemutusan hubungan kerja dapat diartikan sebagai terputusnya hubungan antara organisasi dengan pegawainya karena suatu alasan. Pemutusan hubungan kerja akan mengakibatkan munculnya aktivitas penempatan pegawai.
2.1.5. Prosedur Penempatan Pegawai

Setiap kegiatan diperlukan adanya suatu tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan hal itu Komaruddin (1980:58) mengatakan bahwa : “Prosedur penempatan pegawai personalia pada dasarnya merupakan metode untuk menjamin informasi yang tepat mengenai pelamar”. Bilamana seorang pelamar memenuhi syarat dalam suatu tingkatan prosedur, ia dapat meneruskan pada langkah berikutnya. Oleh karena itu spesifikasi jabatan dan pelamar jabatan senantiasa berdampingan dalam setiap langkah prosedur penempatan personalia sehingga penguji dapat membandingkan pelamar itu dengan syarat-sayarat minimum dalam spesifikasi jabatan tersebut. Dalam kaitannya dengan prosedur penempatan personalia, maka Flippo dalam Komaruddin (1980:67-81) bahwa untuk memulai prosedur penempatan personalia, kita harus memenuhi tiga buah persyaratan pendahuluan yaitu :
1. Harus ada wewenang untuk menempatkan personalia yang datang dan daftar permintaan personalia, yang dikembangkan melalui analisa beban kerja dan analisa tenaga kerja.

2. Kita harus mempunyai standar personalia yang digunakan untuk membandingkan calon pekerja, standar ini dikemukakan oleh spesifikasi jabatan yang dikembangkan melalui analisa jabatan.

3. Kita mesti mempunyai pelamar pekerjaan yang akan diseleksi untuk ditempatkan.

Memperhatikan prosedur penempatan tersebut dapat dilihat bahwa penempatan pegawai merupakan tindakan pengaturan seseorang untuk menempati suatu jabatan atau posisi tertentu yang terpadu antara apa yang dapat pegawai baru kerjakan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Dengan demikian pemberian tanggung jawab harus diberikan kepada orang yang benar-benar sesuai dengan syarat-syarat pekerjaan yang telah ditentukan baik dilihat dari segi pendidikannya, pengalamannya dan lain-lain.
2.1.6. Pengertian Efektivitas Kerja Pegawai

            Sebelum membahas tentang efektivitas kerja, terlebih dahulu penulis menguraikan pengertian efektivitas organisasi yang berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam organisasi, serta pemenuhan kebutuhan kemampuan melalui program pendidikan dan pelatihan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif. Kemudian Gibson, et al (1994:32) menyatakan bila dimensi waktu dihubungkan dengan efektivitas organisasi mempunyai indikator sebagai berikut :

Indikator yang sifatnya jangka pendek meliputi ukuran mengenai produksi (productive), efisiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfaction). Dua kriteria lain yang berjangka waktu menengah (intermediate) adalah menyesuaikan diri (adaptativiness) dan perkembangan (development).

             Efektivitas organisasi dapat dipandang sebagai variabel yang dapat disebabkan oleh variabel lain. Gibson et. al dalam Sedarmayanti (2000:27) menjelaskan sebab-sebab efektivitas organisasi merupakan sumber-sumber keefektifan individu mencakup beberapa hal, diantaranya : 

1. Kemampuan, 

2. Keahlian, 

3. Pengetahuan, 

4. Sikap, 

5. Motivasi, dan 

6. Stress.

             Sumber-sumber keefektivan organisasi seperti dijelaksan di atas dimaksudkan agar organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. The Liang Gie (2002:108) mengemukakan pengertian efektivitas sebagai berikut : “Efektivitas adalah merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”. Sedangkan Menurut Siagian (1999:33) menyebutkan sebagai berikut :

Efektivitas berkaitan erat bukan saja hanya dengan penggunaan sumber daya, dana, dan prasarana kerja secara tepat, akan tetapi juga dengan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dalam batas waktu yang telah ditentukan untuk pencapaiannya.

             Pendapat tersebut menurut pemikiran peneliti bahwa efektivitas merupakan pencapaian tujuan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Pengertian tentang efektivitas, Syarif (1991:2) mengemukakan bahwa efektivitas adalah :

Ada pendapat yang tumbuh, yang menyatakan bahwa produktivitas mencakup dua konsep dasar yaitu daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas). Daya guna menggambarkan tingkat sumber-sumber manusia, dana, dan alam yang diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu, sedangkan hasil guna menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan.
   Pada dasarnya pengertian efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah efektif (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Lebih lanjut dikatakan Sedarmayanti (2000:61) menjelaskan bahwa efektivitas adalah sebagai berikut :

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada batasan, sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama.

Secara terperinci bahwa indikator-indikator efektivitas dalam berbagai tingkatannya meliputi mulai dari tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasional. Khusus mengenai efektivitas kerja, menurut Lawless (1972:205) meliputi aspek-aspek : “(1). Personal Output; (2). Creative Output; (3). Loyality Comitment; (4). Personal Development; (5). Conformity Deviance, and (6) Influence on Others”. Menurut Drucker dalam Kisdarto (2002:139), menyatakan : “efektivitas adalah melakukan hal yang benar : sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar”. Efektivitas berarti sejauhmana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat. Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (input), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lajim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya. Gibson et. al dalam Sedarmayanti (2000:56) menyimpulkan kriteria Efektivitas suatu organisasi kedalam tiga indikator yang didasarkan pada jangka waktu, yaitu :
1) Efektivitas jangka pendek, meliputi produksi (production), efesiensi (efficiency), dan kepuasan (satisfaction);
2) Efektivitas jangka menengah, meliputi: kemampuan menyesuaikan diri (adaptiveness) dan mengembangkan diri (development); 
3) Efektivitas jangka panjang : keberlangsungan/hidup terus.
Ketiga indikator efektivitas suatu organisasi di atas, menurut pemikiran peneliti adalah bahwa efektivitas itu lebih didasarkan kepada penyelesaian pekerjaan yang didasarkan kepada ukuran waktu baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
2.2. Kerangka Berpikir Penelitian
Salah satu kunci yang mendukung ke arah peningkatan efektivitas kerja pegawai adalah dengan melaksanakan penempatan kerja pegawai yang tepat. Sesuai dengan pendapat Sedarmayanti (2001:16) bahwa : “Penempatan pegawai harus sesuai dengan keinginan dan keterampilannya, sehingga gairah kerja dan kedisiplinannya akan lebih baik, serta efektif dalam menunjang terwujudnya tujuan organisasi”. Selanjutnya Werther dan Davis (1996:261) mendefinisikan penempatan sebagai berikut :
Placement is the assignment or reassignment of an employee to a new or different job. It includes the initial assignment of new employee and the promotion, transfer, or demotion of present employees. Similar to new comers, present employees must be internally recruited, selected, and oriented before they can be placed in different positions.

Penempatan pegawai adalah menerapkan atau menetapkan kembali pegawai pada pekerjaan baru atau pekerjaan yang berbeda termasuk di dalamnya memberikan penugasan ciri/identitas kepada pegawai baru dan promosi, mutasi atau demosi pegawai yang ada. Berbeda bagi pendatang baru, pegawai harus melalui rekruitmen internal, seleksi dan orientasi sebelum mereka dapat ditempatkan pada posisi yang berbeda. Seperti yang dikatakan Siswanto (2006:80) bahwa penempatan pegawai perlu mempertimbangkan faktor : 

(1) prestasi akademis, ialah prestasi yang dicapai selama mengikuti pendidikan formal artinya latar belakang pendidikan yang pernah dialami pegawai yang bersangkutan. Misalnya Sarjana Ekonomi harus ditempatkan pada pekerjaan yang berhubungan dengan bidang ekonomi. (2) pengalaman, pengalaman bekerja pada pekerjaan sejenis yang telah dialami sebelumnya, perlu mendapat perhatian, karena pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun dalam suatu bidang garapannya. (3) kesehatan fisik dan mental, pengujian kesehatan fisik dan mental perlu mendapat pertimbangan, karena apabila terabaikan akan merugikan pada proses tercapainya tujuan organisasi, (4) persyaratan jabatan yang meliputi golongan, masa kerja dan kepangkatan perlu mendapatkan perhatian didalam melaksanakan penempatan pegawai disamping pendidikan dan pelatihan apa saja yang pernah diikuti seorang pegawai.

Kesalahan penempatan akan dapat dirasakan akibatnya tidak saja pada unit kerja yang bersangkutan tetapi juga pada unit lainnya, sehingga dapat mengganggu operasional organisasi. Menghindari kesalahan penempatan pegawai maka dasar yang harus digunakan oleh suatu instansi adalah analisis jabatan, deskripsi jabatan, spesifikasi jabatan dan evaluasi jabatan. Dinas Tenaga Kerja di Kota Bandung merupakan Dinas yang ada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang ketegakerjaan. 
               Steers terjemahan Jamin (2004:51) mengemukakan bahwa : “efektivitas berhubungan dengan produktivitas dan efesiensi, dimana efektivitas dan efesiensi merupakan indikator dari produktivitas”. Efektivitas mengacu kepada pencapaian target secara kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Suatu sasaran program yang tercapai makin tinggi tingkat efektivitasnya. Efektivitas berkaitan dengan kualitas, sedangkan efesiensi merupakan refleksi hubungan antara input dan output yang bersifat kuantitas. Lebih jauh Steers terjemahan Jamin (2004:51) menyatakan bahwa efektivitas kerja pengukurannya dilihat dari aspek :
1. Ketepatan Kualitas

Kualitas merupakan tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar tertentu, dan derajat/taraf/mutu tertenti baik standar kerja, tepat penggunaan dan sesuai jadwal (On Schedule)
2. Ketepatan Kuantitas

Kuantitas adalah hasil pemrosesan data dan angka-angka yang menjadi bahan informasi. Pengertian kuantitas dimaksudkan hasil pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan sesuai dengan lokasi kerja, volume, maupun sesuai dengan kebutuhan di lingkungan kerja.
3. Ketepatan waktu

Ketetapan waktu merupakan sumber manajemen yang sangat diperlukan, sehingga harus diperhitungkan dengan cermat. Penyusunan jadwal atau schedulle merupakan salah satu jalan yang dapat dipakai sesuai dengan prosedur, target yang akan dicapai, maupun dilihat dari banyaknya permintaan stakeholder.
Aspek-aspek tersebut menurut pemikiran peneliti bahwa efektivitas mengacu kepada pencapaian target secara kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Keterkaitan antara penempatan pegawai dengan efektivitas kerja pegawai seperti dikemukakan Sedarmayanti (2001:31) bahwa : “Dengan penempatan yang tepat, gairah kerja, mental kerja dan prestasi kerja atau efektivitas kerja pegawai akan mencapai hasil yang optimal bahkan kreativitas serta prakarsa pegawai dapat berkembang”. 
Penempatan pegawai yang dimaksudkan adalah penempatan pegawai terhadap para pegawai yang sudah bekerja pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Oleh karena itu, pimpinan organisasi atau administrator-administrator kepegawaian dapat memperhatikan dan merealisasikan penempatan pegawai secara baik dan cermat, sesuai dengan analisis jabatan. Dengan tercapainya prinsip the right man in the right place and the right man behind the right job, itu akan menyebabkan para pegawai mengetahui ruang lingkup pekerjaan yang dibebankannya. Teori ini peneliti pilih sebagai alat ukur untuk menganalisis permasalahan di atas, karena alat ukur atau parameter yang ada dalam teori tersebut sesuai dengan karakteristik masalah yang ada di lapangan. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan pada paradigma pemikiran penelitian di bawah ini : 

Gambar 2.1
Paradigma Kerangka Berpikir Penelitian

2.3.  Hipotesis 
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut : 
1. Penempatan pegawai besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai Pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. 
2. Penempatan pegawai diukur melalui prestasi akademis, pengalaman kerja, kesehatan fisik dan mental dan persyaratan jabatan besar pengaruhnya terhadap efektivitas kerja pegawai Pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja KotaBandung
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